BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSANBUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 29ty TAHUN 2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PENGANGKATAN

PENJABAT KEPALA DESA BUKO KECAMATAN BUKO SELATAN

Menimbang

Mengingat

KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

bahwa berdasarkan surat perintah penahan Nomor
Sp/Han/20/X/2018/Reskrim Tanggal 11 Oktober 2018 oleh
Polres Banggai Kepulauan terhadap sdr. SAKDAR PIYAKE
sebagai Kepala Desa Buko Kecamatan Buko Selatan;

bahwa Kepala Desa dapat diberhentikan sementara oleh
Bupati apabila ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak
pidana korupsi, teroris, makar, dan/atau tindak pidana
terhadap keamanan negara sebagaimana dimaksud Pasal 19
huruf d, Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan
Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa;

bahwa karena Kepala Desa Buko Kecamatan Buko Selatan
telah melanggar ketentuan larangan dan kewajiban sebagai
Kepala Desa, Bupati memberhentikan sementara Kepala
Desa tersebut dan mengangkat Penjabat Kepala Desa sambil
menanti putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum
tetap;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, dan huruf ¢ perlu ditetapkan dengan
Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali, dan
Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3900)sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000
tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun
1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten
Morowali, dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78,



10.

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3966);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5539);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5558);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014
tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014
tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014

tant 5 5
tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);



11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014
tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 5
Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun
2016 Nomor 5);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 4
Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan dan
Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten
Banggai Kepulauan Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA
DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA BUKO
KECAMATAN BUKO SELATAN KABUPATEN BANGGAI
KEPULAUAN.

KESATU : Memberhentikan Sementara Saudara SAKDAR PIYEKE dari
jabatannya sebagai Kepala Desa Buko Kecamatan Buko Selatan.

KEDUA : Mengangkat Saudara:
Nama : SYURIYAH SURYA  SUMUNARSIH,
S.Sos
Pangkat, Gol./Ruang : Penata Muda TktI, IlI/b
NIP : 19700511 200502 2 002
Jabatan : Pengadministrasi Pemerintahan.

Sebagai Penjabat Kepala Desa Buko Kecamatan Buko Selatan.

KETIGA : Penjabat Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KEDUA, mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan,
pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan dengan
berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan.

KEEMPAT : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas sebagaimana
dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib menyusun Rencana
Kerja Pemerintah Desa yang menjadi pedoman dalam
penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun
berjalan.

KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam
Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT, terhitung mulai tanggal
20 Oktober 2018 sampai dengan adanya putusan yang
berkekuatan hukum tetap oleh pengadilan.

- KEENAM : Penjabat Kepala Desa dalam melaksanakan tugas diberikan
penghasilan Kepala Desa sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan. /



KETUJUH

Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Petikan : disampaikan kepada masing-masing yang
bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal | ﬁO\)amlvar goid

Pit. BUPATI BAN I KEPULAUAN,

v S D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

XN RN~

Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;

Kepala BAPPEDA Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
Kepala DINAS-PMD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
Inspektur INSPEKTORAT Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
Camat Buko Selatan di Lumbi-lumbia;

Kepala Cab. BPD Banggai Kepulauan di Salakan;

Ketua BPD Buko di Buko.



